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KATA PENGANTAR

Indonesia terdiri dari ribuan pulau merupakan negara kepulauan
terbesar di dunia dengan garis pantai terpanjang dan letak geografis
yang sangat penting dari segi politis dan ekonomi memberikan

tanggung jawab yang besar dalam hal pembinaan wilayah khususnya
di bidang pelayaran.

Dukungan kegiatan kenavigasian mempunyai peranan penting dalam

mengelola angkutan laut yang merupakan penunjang dan pendorong
pertumbuhan ekonomi nasional.

Untu_k itu kegiatan kenavigasian diupayakan agar mampu mencakup
perairan Indonesia yang dinilai riskan terhadap keselamatan berlayar,

sesuai kondisi dan situasi perairan Indonesia, serta untuk memenuhi
persyaratan hukum internasional.

Kegiatan kenavigasian diselenggarakan untuk mewujudkan
keselamatan bernavigasi di perairan Indonesia dengan mewujudkan
ruang dan alur-pelayaran yang aman bernavigasi, keandalan, dan
kecukupan sarana dan prasarana kenavigasian, pelayanan

meteorologi, sumber daya manusia yang profesional, serta dukungan
teknologi yang tepat guna.

Dalam upaya untuk mewujudkan tujuan tersebut pembinaan
penyelenggaraan kegiatan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran dan
Telekomunikasi-Pelayaran dilakukan oleh Pemerintah untuk
mewujudkan pelayanan dan keselamatan berlayar.

Fungsi lain dari kegiatan kenavigasian sangat strategis baik dari sisi
politis, ekonomis, dan pemantapan pertahanan keamanan. Selain
untuk menandai batas wilayah kedaulatan negara dalam rangka
Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan pemantapan
pertahanan dan keamanan, juga berfungsi mendorong percepatan
pertumbuhan kegiatan perekonomian.

Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang
Pelayaran, diatur tentang kenavigasian, namun untuk
mengimplemntasikannya perlu peraturan pelaksana. Maka pada
20 Januari 2010 Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian.
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